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1. Undang.,.Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan 0§:~rah 
Otonorn Kabupaten-Kabupaten dalarn Ung!cungan Oaerah Provlns: 
y:1matera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 
ss; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1092); 

2. Undang-Undang. Nemer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeqawaian 
.(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
l.ernbaran Negara . Republik Indonesia Nomor 3041) sebaqaimana tel ah 
diubah dengan Undang-undang Nemer 43 Tahun '1999 (Lernbaran Neg3ra 
_Republik Indonesia Tahun-1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4149); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanq Penyelengqaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran 
Neqara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Re.pub!ik Indonesia Nornor 335·1 ); 

Mengingat 

a. bahwa dalarn rangl<a tertio adminlstrasi tentanq Perjalanan Dirma~ Dtllarn 
Negeri Bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai T'iaa1R Tetap, 
sebaqaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sima!ungun Nomor 6 Tahun 
201~- tentang Perjalanan __ Dinas Jabatan Dalarn Neqeri Bagi Pejabat Neg am, 
Peqawa] Negeri Sipil dan Peqawai Tidak Tetap cii Linqkunqan Pernermtah 
Kabupaten Simalungun · sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilaf~ukan 
penyesuaian; 

b. "bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqaimana dimaksud pada huruf a di 
·. atas, dip~ndang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri Ba~Ji Pejabat Neqara, Peqawai 
Negeri Sipil, dan Peqawa! Tldak Tetap di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 
Simalungun. 

'Menlmbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG r~AH.1\ ES.A 

PER.JALANAN D!NAS -!ABATAN DALAl1 NEGER~ BAG! PEJAB.AT NEGARA, 
PEG.AWAI NEGERI S!PIL, DAN PEGAWAi TIDAK TETAP 

DI l.lNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN mMt:.LUNGUN 
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4. Undang . .:.l;Jril~~.ng Nornor 17 Tahun 2003 tentanq Keuanqan Negara 
• ; (Lembaran N(e:gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Le~baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-lJndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Repubflk Indonesia Nemer 4286); 

·6. Und.ang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentanq Perneriksaan Pengelolaan 
dan · Tanggungjawab l<euangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, ·Tambphan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N,);mor 4400); 

7: Undang-Uni:.iang Nomor 32 Tahun 2004 tentan·g Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 125, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republii, Indonesia Nomor 4437) sebaqalmana telah 
diubah beberapa kali, terakhlr dc}ngan Undang-Und?ng Nomor 12 Tahun 
2oqs tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar<',! Republik Indonesia 

Nemer 4844); 

8.. Undang-U11dang Nemer ~3 Tahun . 2004 tentang Perimbanqan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pernerlntahan Da~ral1 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nom6r4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ·tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

10. Peraturan Pernerintah Nemer 24 Tahun ·2004 tentanq Kedudukan Protokoler 
dan Keuanqan P.ir:np(nan dan Anggota DPFlD (Lembaran Neqara Repubtik 
Indonesia Tahun ,·29.Q.4 Nemer ,9Q, ::Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Nomor 4416) sebaqalmana telah dlubah dengan Peraturan 
Perri'eriiitr.:ih·· Nemer 37 Tahun 2005° tentang Perubana·~ Atas Peraturan 
Pemerintah Nornor 24 · Tahun 2004 tentang Keducukan Protokoler dan 
Keuangan . Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 94, Tarnbahan 
LernbaranNeqara Republik Indonesia Nornor 4540); 

11. Peraturan ~.e0eriritah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stander Al<untansi 
Pernerintah (Lembaran Neg·ara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer '137, ~,. . . 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor q5 Tahun 2005 tentanq Pana Perirnbanqan 
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndorie~ia Nomor 4575}; 

·.". 
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PER.ATURAN . BUPATI SIM~LUNGUN TIENTANG PERJALANAN DlNAS 
JABATA~_ DALAM NEGERl 8:Am PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI 
SlPfL, .. ~AN PEGAWAJ TlOAt( TETAP 01 LINGKUNGAN PEMERiNTAH 
KA$UPATEN SIMALUNGUN .. 

~ Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

. . 
21. Peraturan Bupati Simalungun_ Nomor 33 Tanun 2013 Tentang Penjabaran 

t\nggaran._ Pendapatan .Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 
. I . . . . . . . 

2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199). 

Peraturan · Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah Kepada Pernerintah, l.aporan · 
Keteranqan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 17 Tahun 2008 tentang 

Orgar.isasi dan Tata Kerja Peranckat Daerah Kabupaten Simalungun 
(Lsrebaran Daerah Kabupaten .. Sima!ungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" 

Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten .Sirnalunqun Nomor 8 Tahun 2012 tentanq 
Perubahan Ketiga atas Perat~ran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 
Tahun 2008 tentang . Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daer-ah 
kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2012 Nomor 8 seri "P" Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Slmalunqun Nomor :3 Tahun 2013 Tentang _ 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simaiungun Tahun 
Anggaran 2014 (Lem};)aran Daerah KabupatE?n $imalungun Tahun 2013 
Nomor 3 Ser.i D Nemer 3); 

18. Peraturan Menteri Dalam -Negerl Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah Dinasdi Lingkungan Pernerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Psraturan Menteri Dalarn Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah; . 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Stander Biaya 
Tahun Anggi;lran 2013; 

.; 

14. 

~ 

15. 
\, 

13. Peraturan Pemertntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tarnbehan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan 
Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

.. 
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I. 
! 

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat · untuk jangka waktu 

tertentu guna melaksanakan tugas pernerintahan dan pembangunan yang 

bersifat teknis profesional dari admimstrasi sesuai cenqan kebutuhan dan 
·· .. 

kemampuan orqanisasi sesuai dengan )<ebutuhan dan kernarnpuan 

organisasi; 

9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah' Perjalanan Dlnas melewati batas Kcta 
dan/atau dalam Kota dari tempat ·. kedudukan ke ternpat yang dituju, 

' rnelaksanakan tugas, clan kembaf ke ternpat kedudukan semula di dalam 
negeri; 

10. Penqquna Anggara:n adalah pejabat pemegang kewenangan penqqunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sl<PD yang 
.dipimpmnya 

11. Kuasa Pengguna Anggara:n yang setaniutnya dlsinqkat KPA adalah pejabat 
y~ng memperoleh kuasa darl Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 

· sebaqian kewenanqan .dan tan9gL111g jawab penggUnf:!an c,inggaran; 

12. Satuan Kerja Peranqkat D(ler~h setanjutnya c:lisingk~t dengan S!<PD adalah 
,tperangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengm.ma anggaran; 

;,,.• '. 

Peqawai N~oeri adalab setiap war~.a negara Repubfik Indonesia yang telah 

memenuhi ·syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan 

diserahi tugas dalarn suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas neqara 

.!e.i;:mya, dan digaji berdasarkan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku; 

Daerah adalah Kabupaten Simalungun; 

Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun; 

Wakil Kepala Daerah adalah Wal<il Bupati Simalungun; 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun; 

.6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah 

l;?ejabat Negara, Peqawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana 

i dimaksud dalarn Undang-undanq Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
I 

atas Undang-undang Norn or 8 Tahun 197 4 tentanq Pokok-pokok 

Kepegawaian; 

Dalam Peraturan Bupati Simalunqun inl, yang dlmaksud dengan: 

BAf3t I 

KETENTUAN UMUM 

.. 

.. 
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'- 

7. 

I 
8. 

I a " 

1. 
2. 

~ 
3. 
4. 

5. 

•.. 

. '. 



Perjalanan Dinas Jabatan dlgolongkan menjadi : 
a. Perjalanan Dinas dalam \ivilayah Kabupaten; 

b. Perjalan Dinas melewati batas wilayah Kabupaten. 

BAB Ill 

PERJALANAN DlNAS jABATAN 

Pasal3 

' I . . b. 
! 

I c. 
I 

I d. 

PRINSIP PERJALANAN DINAS 
Pasal 2 

Perjalanan Dinas dllaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 
a. ·s~lek!if, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang 

:·· 6erkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; 

. Efisiensi penggunaan belania daerah; 

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 
pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 

1- 

13. Surat Perjalanan Dinas °yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 

~,iterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa · Pengguna Anggaran dalam 
. rangka pelaksanaan Perjalanar: Dirias bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
,.;<Jan Pegawai Tidak Tetap; 

14. Pelaksana SPD ada!ah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak 
Tetap yang me!aksanakan Perjalanan Dinas; 

15. Lumpsurn adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre 
ca/cu/ated amount) dan clbayarkan sekaligus; 

16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkafi sesuai dengan bukti perigeluaran 
yang sah; 

17. Perhitungan Rampunq adalah perhltunqan biaya perjalanan dinas yang 
dihitung sesuai kebutuhan rin.berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

18._Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja; 

19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang rilenjadi tujuan Perjalanan Dinas; 

20. Kata ada!ah Kabupaten/Kota pembagian wilayah administratif di Indonesia di 
bawah Provinsi; 

21. Stand~r Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan kebutuhan anggaran da!am Rencana Kerja dan Anggarar: 
Pemeri_ntah Kabupaten; 

22. Surat Perintah Tugas atau yang · selanjutnya disebut dengan SPT adalah 
-r naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah 

untulc melaksanalcan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

s. 

BAB II 



i 
I 

(6) "Gurat Perintah Tugas adalah dasar di da!am penerbitan SPD; 

(7) SPD ditandatangani . oleh ·. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran; 

. (8) · Kuasa Pengguna Anggaran dapat diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan 

kebutuhan pada SKPO tersebut; 

(9) Perjalanan Dinas Jabatan di dalarn wilayah Kabupaten yang dilaksanakan 

sdfi:>,pai dengan 8 (delapan)-jarn dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD; . 

(10) Format. SPD sebagaimana tercanturn da!am Lampiran I yang rnerupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

,. 

. . 
c. Waktu pelaksanaan Tugas; 

d. Tempat pelaksanaan Tuqas, 

(5) Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Perintah Tugas adalah : 

. a. Perjalanan Dinas Jabatan yang rnetawati batas wilayah Kabupaten; 

. b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten. 

(4) Surat Perintah Tugas sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit 

rnencantLimkan : 

a. Pernberi Tugas; 
b. Pelaksana Tugas; 

(3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada 

· ayat (2) dapat didelegasikari kepada pejabat yang dihunjuk; 

(1) Perjalanan · Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah 

atasan Pelaksana SPD yang tertuang da!am Surat Perintah Tugas. 

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltefbitkah oleh : 

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perja!anan Dinas Jabatan 

yang di!akukan o!eh Pelaksana SPD pada satuan kerJa berkenaan; 

b. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perjalanan 

Dinas Jabatan yang di!akukan o!eh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

· Pasal 5 

Pei'ii;alanan Dlnas Jabatan dilakukan dalam ranqka : 
a. · pelaksanaan tugas dan funqs] yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 

Pasal4 



keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ 

bandara/pelabuhan keberangkatan; 

b. · · Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan 

keberangkatan. dan · kepulangan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

biaya yang diperlukan untuk menginap : 

. a. di hotel; atau 

b. di tempat menginap lainnya. 

(5) Dalam hal Pelaksana · SPD tidak · menggunakan biaya penginapan · 

sebagaimana diniasud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksana SPO diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur pada · 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara 
lumpsum . 

. (6) Uang Representasi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 

diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II/yang setara selama 

melakukan Perjalanan Dinas. 

(7) S~~,va Kenderaan dalam Kota. Sfbagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e 
dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas oi 
Ternpat Tujuan. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Uang makan; 

b:: ·.· Uang transpor lokal; 

c. Uang saku. 

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 

a. Perjalanan Dinas dari t' tempat kedudukan sampai tempat tujuan 
. '· 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Uang harian; 

b. Biaya transpor; 

. c. Biaya penginapan; 
't 

d. Uang representasi; 

e. Sewa kenderaan dalam Kota. 

BABIV 

BIAYA PERJALANAN DINAS ,JABATAN 
Pasal 6 

I •. 
I 

1·. 

,, . 



. . . . . 

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai denqan Biaya Riil dan berpedcman 

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan''supati ini; 

diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertlnggi 

sebagalrnana diatur dalam Lampiran · V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. Biaya transpor pegawai dibayarakan sesuai dengan Biaya . Riil 

berdasarkan Fasilitas Transpor sebaqaimana tercantum dalam Lampiran 

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

a.: Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati; Ketua dan Wakil Ketua DPRD; 

b, · Tingkat B lfft>t.uk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; 

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon ·III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon 

1\//PNS Golongan Ill, PNS Golongan II, Golongan I dan Aparat Nagori. 

. (2) · Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tet~p yang rnelakukan perjalanan dinas untuk 
kepentinqan negara · ditentukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tingkat 

pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan . 

.(3) Biaya Perjalanan Dinas sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
' ... 

Pasal8 

. (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

,(1), digolongkan dalam 3 (tiga) tinqkat, yaitu: .... ,··.··· ·:.: .. · .. ,• -:· "." ·•· ·' . 

Biaya ~erjalanari Dinas Jabatan ·sebagaimana 'dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

dlbe/ik~n\Jnfuk:Peirjalanan o,nas Jabat~~ sebaqaimana dirnaksud dalam Pasal 4 

·dengai,':ketentuan sebaqaimana tercantum :dalam Lampiran IV yang merupakan 

· bagiah tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

. ~8)1 .S~ia: l<endet~~(n Seba{j.~frl'.){tna olrnaksud paoa ayat (7) sudah termasuk biaya 
.. . '. l:l'ht~k: p~~g~mudi; baha~; bakar miny~k dan paJak: . 

{Si~ Ko}'Mpdnerii IDi'aya Perjalanan Din as Jabatan sebagaf mana dimaksud pad a ayat 

f1l)\. efic-a0forrhkan' pada' Rihciari Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Format 

sebagairnana tercantum dalam Larnplran Ill yang merupakan . bagian tidak 

ferpisahkan dalam Pereturan Bupati ini.. · 

Pasal7 



(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dtnas Jabatan melebihi hari yang ditetapkan 
dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan kesalahan/kelalaian 
Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya ,penginapan, 
uang representasi dan sewa kenderaan dalam Kota. 

t: 
I 
1· 
I 

Pasal 11 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas 
Jabatan dilaksanakan. 

(2) Dalarn hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya 
perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. 

Pasal10 

hotel/penginapan dlmaksud. 

melakukan suatu keqiatan rapat, seminar atau sejenisnya, seluruh Pelaksana 
SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. 

(5) Da\am ha! biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sarna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penqinapan 
sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana 

. §PD . menggunakan fasllitas kamar dengan biaya terendah pada -, 

I 
I . 

Pasal 9 _ 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya 
dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh 
Panitia Penyelenggara. 

(2) Dalam ha! biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar' 
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh 
Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud . 
dibebankan pada SKPD pelaksana SPD. 

(3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai 
pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalarn surat/undansan 
mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. 

d. Uang representasi dibayarkan secara lumps um dan merupakan batas 
~or· ~J 

tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran Vll yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

e. Sewa kenderaan dalam Kata dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan 
berpedoman . pada Lampiran VIII yang merupakan baqian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

bersarna-sarna untuk 
. . 

secara (4)': Dalam hal . Perjalanan · Dinas dilakukan 



(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP 

aa.n/atau rnekanisme Pembayaran Langsung (LS). 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan 

melalui: 

a. perikatan dengan penyedia jasa: 

b. Bendahara Penqeluaran; atau 

c. Pelaksana SPD. 

(3) Perjalanan · Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia 
jasa meliputi : 

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang melekat pada jabatan; dan 

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan 
sejenisnya. 

PasaJ13 

Pasal12 

(1) Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran 

yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan. 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dlnas kepada Pelaksaria SPD paling cepat 5 · 

(lima) hari kerja sebelurn Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

(3) Pada akttir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan · dengan ketentuan yang 

mengatur men_genai lanqkah-lanqkah menghadapi akhir tahun anggaran. 

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR 

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

BABV · 

Bandara/Perusahaan [asa transportasi lainnya; dan/atau 

€>Surat keteranqan perpanjangan tugas dari pernberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2), PPTK 

membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi dan sewa kenderaan dalam Kota pada SKPD berkenaan. 

(4) Dalam ha! jumlah hari · 'Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang 

ditetapkan pada SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kenderaan dalam Kota 

yang telah diterimanya kepada PPTK. 

('2;)'. T~@dl::>ahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa 

kenderaan dalam Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dirnintakan kepada PPTK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan 

dokumen berupa : 

Syahbandar/Kepala dari kesalahan/kelalaian a. Surat keterangan 

--------:---:------------ . --- ·------- --- ,. 



• 

Pasal18 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Oinas Jabatan dengan mekanisme LS. 

dilakukan rnelalui transfer dari Kas Negara ke Rekening Bendahara · 

Pengeluaran, pihak Ketiga atau pelaksana SPD . 

Pasal17 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas 

prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalarn 
kontrak/perjanjian. 

(2} Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa menqajukan 

tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pasal 16 

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dllakukan untuk 1 (satu) paket 

kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu .. 

(2) Nilai satuan harqa dalamkontrax/perlanjian tidak diperkenankan melebihi tarif 

~iket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif · 

penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa 

penqlnapan/hotel. 

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Din as dapat berupa Event 

Organizer, biro jasa · perjalanan, perusahaari jasa . transportasi dan 

perusahaan jasa perhotelan/penginapan. 

(2) · Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai denqan ketentuan yang mengatur 

pengadaan barang/jasa pernerintah, 

(3) Komponen biaya Perjalanarr Dinas yang dapat dilaksanakan dengan 

perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket 

dan/atau biaya penginapan. 

Pasal15 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan 

dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara 

Pengeluaran. 

(2) Pemberian uang. muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), berdasarkan 

persetuiuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen 

sebagai berikut : 

a. Surat Tugas; 

b. Fotokopi SPD; 

c. Kuitansi tanda terima uang muka; 

d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 

..; 

Pasal14 



Pasal20 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran melakukan Perhitungan 

Rampung seluruh bukti · pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan 
.¢_isampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

" 

(1) Peiaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas 

kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lirna) nari kerja 

setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan 

rilelampirkan dokumen berupa : · 

a. Surat Perintah Tuqas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; 

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas 
atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; 

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pernbayaran 

moda transportasi lainnya; 

d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kenderaan dalam Kota berupa 
kuitansi atau bukti pernbayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan 
Usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kenderaan; 

e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya: 

t. f. Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatanqanl oleh Pelaksana SPD 
kepada penerblt Surat Perintah Tugas. 

Pasal19 

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

(2) Dalarn hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 

Pelaksana SPD melebihi '.biaya· Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya 

dipertanggungjawabkan; kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut 
harus disetor ke Kas Daerah melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran . 

. (3) Penyetoran kelebihan pernbayaran dilaklikan dengan : 

a. menggunakan Surat $etoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Tahun 
anggaran berjalan; atau 

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran 
lalu. 

(4) Dalarn hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 
· Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan 
kekurangannya rnelalui mekanisme UP atau LS. 

BABVI 



(2) Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanal<an sesuai ketentuan peraturan perundanq-undangan. 

(1) Kepala SKPD sebagai Penqquna Anggaran atau KPA rnenyelenqqarakan 

Sistern Pengendalian Internal (SPI) ternadap pslaksanaan Perjalanan Dinas. 

Pasal23 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI} 

BAB VII 

· (2) Khusus perjalanan di luar wilayah kabupaten yang dilaksanakan oleh 
,z-upati/Wakil Bupati dengan atau tidak mengikutsertakan staf/ajudan yang 
sifatnya serernonial sehingga tidak memungkinkan penandatanganan Surat 
Perjalanan Dinas (SPD)' dari Tempat Tujuan 'Perjalanan Dinas, rnaka biaya 

perjalanan dinas dapat · dibayarkan sesuai denqan bukti pengeluaran yang 
sah/rill. 

(1) Khusus perjalanan c:li luar wilayah kabupaten yang dilaksanakan oleh 
· Bupati/Wakil Bupati, blla tidak mengikutsertakan staf/ajudan maka biaya 

perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan dengan menunjukan bukti 

pengeluaran sah/riil tanpa dituangkan dalam bentuk Surat Perjalanan Dinas 
(SPD). -~ 

Pihak-pihak ··yang rnelakukan pemalsuan dokurnen, menaikkan dari harga 

sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) 

· dalam pertanqqunqjawaban Perjafanan Dinas yang berakibat keruqiar: negara, 

bertanggungjawab sepenuhnya ·atas seluruh tindakan yang dilakukan. 

Pasal22 

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai 

kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalarn daftar 

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 

· (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan bukti 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nienyampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawi:lban UP atau bukti 

pengesahan Surat Permlntaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana 

(SPM/SP20) LS PerjalananDinas. 

~- 

'->', 

Pasa121 



BUPATI SIMALUNGUN, 
Oto·. 

J.R. SARAGIH 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanqkan . 

. Agar, _setiap orang mengefahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Simalungun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun. 

Pasal26 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Linqkunqan 
Pernerintah Kabupaten Simalungun ·dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABIX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal25 

·(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan l yang memiliki keakhlian khusus dapat 

melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam ha! tenaga 

teknis tidak diperoleh di ternpat bersangkutan. 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan oleh Kepala SKPD/KPA dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan/kepatutan/tuqas yang bersangkutan. 

(2) Pihak lain sebagalmana dimaksud pada gyat ("i) yang melakukan Perjalanan 
Dinas untuk kepentingan neqara, digolongkan dalam tingKat sebagalmana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1). 

(1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
. ;y"at (2) dapat mernerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai 

Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. 

· BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 24 

.: 
:··. 



I 

I· 

(., ) 
NIP. 

Pengguna Anggaran/ 
:Kuasa Pengguna Anggaran 

Dikeluarkan di : 
Tang gal 

Caret yang tidak perlu 

Halaman Detien 
1 Pengguna Anggc11:~n/Kuasa Pengguna 

Anggaran 

2 Nama/NIP Peqawai yang melaksanakan 
Perjalanan Dinas 

3 a. Pangkat dan Golongan a. 
b. Jabatan/lnstansi b. 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 

' 
4 Maksud Perjalanan Dinas 

5 Alat angkutan yang diperqunakan 

6 a. Tempat Berangkat a. 
b. Tempat Tujuan b. 

7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 
b. Tanggal berangkat b. 
C. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru c. 

*) . 
8 Penoikut : Nam a Tanocal Lahir Keteranqan 

1. 
' 2. 

3. 
. 

4. 
5. 

9 Pembebanan Anggaran 
a. lnstansi l(. a. 
b. Mata Anggaran b. 

10 Keteranoan lain-lain 

Surat Perjalanan Dinas 

F?i~~JURAN BUPATI SIMALU:NGUN 
~'b:r:~{oR r 
tmN;GGAL 3 Pebruari 2014 
TBfsJTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT 

NEGARA,. PEGAWAI NEGERI SIPl,L, DAN PEGAWAI TIDAK 
TETAP DI LINGKUNGAN · PEMERINTAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

LAMPIRAN I 

Lembar Ke 
Kode No 
Nornor 

Satuan Kerja Perangkat Daerah : 



( : .. : ) 
NIP. 

. Perigguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ., 

· Telah =diperiksa dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata 
niata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

( : .. : ) 
NIP. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

VI. Tiba di 
(Tempat Kedudukan) 
Pada Tanggal 
Kepala 

X. ;PERHATIAN : 
'Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang 
.menqesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan , 
-Keuanaan Neaara ao~bila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya .. · 

Ditetapkan di Parriatang Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAGIH 

( ) 
NIP. 

Serangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

( ········· ·················· ) NIP. 

V. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

( : ········ ) 
NIP. 

IV. Tiba·cti 
Pada Tanggal 
Kepala 

c : _ · ) 
NIP. 

111.Tib~ di 
Pada Tanggal 
Kepala 

( . ) 
NIP. 

II. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala · 

(,, : ) 
NIP .: ~. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Ke pa la 

( ·········· ····· ) 
NIP.· 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

{ ) 
NIP. 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

( ) 
NIP. 

I. Berangkat dari 
(Tempat Kedudukan) 
Ke 
Pada Tanggal 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Halaman Belakang 

VII. Catatan Lain-Lain 

.• 



;:. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

I. i. 

.. TARIF HOTEL 
PEJABAT PEJABAT GO LONGAN 

No PROVINS! NEGARA ESELON I! PEJABAT PEJABAT 1111 can 
DAN DAN fSELON Ill/ ESELON APARAT PIMPINA ANGGOTA GOLIV IV/ GOL Ill NAG ORI N DPRD DPRD 

' 1 2 3 4. 5 6 7 
. 1 -ACEH 4.420.000 1.308.000 1.0.80.000 410.000 340.000 

2 .SUMATERA UTARA 4.960:000 1.030.000 650.000 470.000 310.000 
3 RIAU 3.450.000 1.075:ooo 720.000 450.000 380.000 

·4 KEPULAUAN RIAU 3.410.000 930.000 650.000 380.000 280.0QO 
5 JAMB! 4'.000.000 .. 1.03b.OOO 589.000 370.000 290.000 
6 SUMATERA BARAT 4.240.000 1.030.000 800.000 460.000 336.000 
7 SUMATERA SELATAN . 4.500.000 1.000.000 · 591.000 429.000 280.000 
8 LAMP UNG 3.960.000 . 1.152.000 770:000 374:000 356.000 

-9 BENGKULU - 1.300.000 790.000 580.000 570.000 510.000 
. 10. BANGKA BELITUNG 2.400.000 1.030.000 600.000 451.000 300.000 

·11 BANTEN 3.250.000 1.430.000 920.000 450.000 375.000 
12 JAWABARAT 3.250.000 ·1.470.000 830.000 460.000 390.000 

.13 · OKI JAKARTA 8.720.000 1.000.000 650.000 61 b.000 400.000 
14 JAWA TENGAH 4.050.000 1.452.000 750.000 450.000 350.000 

· 15 D.I. YOGYAKARTA 4.620.000 1.248.000 670.000 528.000 359.000 
16 JAWATIMUR 4.400.000 1.152.000 768.000 · 390.000 280.000 
17 BAU 4.510.000 1.810.000 1.220.000 904.000 658.000 , 
18 NUSA TENGGAAA BARAT . 3.056.000 . 1.082.000 550.000 540.000 360.000 

-19 NUSA TENGGARA TIMUR 3.000.000 1.000.000 661.000 470.000 400.000 
KALIMANTAN BARAT 

- 
20 2.400.000 1.130.000 740.000 430.000 318.000 

.. · 21 KALIMANTAN TENGAH 3.000.000 1.350.000 750.000 440.000 I 408.000 
22 KALIMANTAN SELATAN 4.250.000 1.420.000 770.000 500.000 379.000 
23 KALIMANTAN TIMU.R 4.000.000 1.458.000 750.000 550.000 450.000 
24 SULAWESI UTARA 3.200.000 1.415.000 640.000 500.000 290.000 
25 GORONTALO 1.320.000 1.010.000 910.000 410.000 240.000 
26 SULAWESI BARAT 1.260.000 1.030.000 910.000 400.000 360.000 

. 27 SULA.WES( SELATAN 4.820.000 1.000.000 853.000 495.000 371.000 I 
28 SULAWESI fENGAH , 2.030.000 1.040.000 524.000 400.000 330.000 
29 SULAWESI TENGGARA 1.850.000 1.070.000 716.000 450.000 420.000 
30 MALUKU . 3.000.000 1.030.000 680.000 412.000 280.000 
31 . MALUKU UTARA 3.110.000 1.512.000 600.000 420.000 380.000 
.32 PAPUA 2.850.000 1.260.000 720.000 460.000 380.000 . 
33 IRIAN JAYABARAT 4.500:000 1.260.000 900.'ooO 400.000 370.bOO 

(daiam rupiah) 
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NF-GERI 

3 Pebruari 2014 
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAl NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

TANGGAL 
TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
N.OMOR . °t 

.• . LAMPIRAN II 

BUPATI SIMAL.UNGUN, 
dto 

J.R. SARAG!H 



I 
I 

BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAGIH 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

( .. ; ) 
NIP. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

: Rp : · 
: Rp .. .. 
: Rp . 

Ditetapkan sejumlah · 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/lebih 

PERHITUNGAN SPD R,ti.MPUNG 

( ) 'NIP. 
( ) NIP. . 

Yang Menerima Bendahara F-?engeluaran ... 

Rp . 

Telah menerima jumlah uang sebesar . Telah dibayar sejumlah · 
Rp .. : . 

.................... , tanggal, bulan, tahun 

Terbilan 

No. PERINCIAN BIAVA JUMLAH KETERANGAN ~1~-+-'-=c..::..:...:c.::....:.;;..::...:..=,;.c...:..:..;...:.-._~-----,.--+-R~p~ . .:.=.:~---~·~t--~ 
2·. 
3 
4 
5. 
6 
.7 
8 

R. 

Lampiran SPD Nemer : 
Ta.nggal 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

TENT ANG 
Pebruari 2014 

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK ·TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
S!MALUNGUN. 

TANGGAL 
NOMOR 
PERATURAN BUPATI Sllv1ALUNGUN 

1 
LAMPIRAN Ill 

JUMLAH: 

- ·····---···- ------------- 



1. 

.,.. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal g Pebruari 2014 

Uang Biaya Bia ya Jumlah Harl 
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Transpor Yang 

- Harian Penginapan Peqawal Dibavarkan 
. a. Perjalanan Dinas Jabatan dalarn Sesuai rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ..; ..;· ..; 

Penugasan vanq · melekat pada jabatan 
b'. Perialanan Din as Jabatan · untuk Sesuai 

mengikuti rapat, seminar dan " " ...J 
Surat'undanqan 

sejenlsnya, dan Surat I 
Tug as 

KOMPONEN BIAVA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN 

' 

Uang Biaya . Biaya Jurnlah Harl 
Jenis Perjalarian Dinas Jabatan Transpor Yang 

' Harian · Penginapan Pegawai Dibayarkan 
a. Perialanan Dinas .Iabatan dalarn rangka Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ..; ..; ..; 

Penugasan rnelekat pada labatan 
b.Perjalanan Din as Jabatan untuk Sesuai 

mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. ..; ...J ..; Surat/undanqan 
dan Surat 
Tug as 

~OMPQNEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KABUPATEN 

LAMPIRAN IV !w;~RATURAN BUPATI.SIMALUNGUN 
NOMOR 1 
TANGGAL 3, Pebruari 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN r:EMERINTAH f<ABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

; 
'• 

BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAGIH 



BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAG_IH 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal :> Pebruari 2014 

Rp. 350.000 

Rp. 300.000 
Rp. 275.000 
Rp. 250.000 
Rp. 225.000 
Rp. 200.000 

UANG HARIAN 

'.'I 

Rp. 510.000 
Rp. 500:000 
Rp. 475.000 
Rp. 450.000 
Rp. 425.000 

Rp. 530.000 

UANG· HARIAN PER 
· HARi 

1. · Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD A 
2. Eselon II: 

c. Eselon II.a B.1 
-d. Eselon 11.b dan Anggota DPRD 8.2 

3.. Eselon III I Gol. IV C..1 
4. Eselon IV I Gol. Ill C.2 
5. Golongan II, I dan Aparat Nagori C.3 

NO. JABATAN/GOLONGAN 

8.1 
B.2 
C.1 
C.2 
C.3 

1. 
2. 

Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD 
Eselon II: 
a. Eselon II.a 
b. Eselon 11.b dan Anggota DPRD 

3. Eselon ll!J Gol. IV 
4. Eselon IV /'Gol. 111 
5. Golonqan II, I dan Aparat Nagori ~~~- 

TINGKAT 
PERJALANAN 

DINAS 

B. DALAM WILAYAH KABUPATEN (ANTAR KECAMATAN, TERMASUK 
PERJALANAN DINAS KE KOTA PEMAT ANG SIANT AR) 

TING KAT 
PERJALANAN 

DIN AS 

JABATAN/GOLONGAN NO. 

A. LUAR WlLAYAH KABUPATEN 

SATUAN BlAYA UANG HARIAN BAGI PEJABAT NEGARA, 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

J!t?iR:ATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

.;~:~MOR -t 
TAN.GGAL 3 Pebruari 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAG! 

PEJABAT NEGARA. PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEivlERINTAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

l.AMPIRAN V 

..... ·, 

I 
' 

I . 
1 · 

I 



_..,.., .... 

. Diundangkan di Parnatang Raya 
Pada tanggal ; Pebruari 2014 

BUPATI · SiMALUNGUN, 
· dto 

J.R. SARAGIH 

c-: ... 

Ditetapkan di Pamatanq Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

TINGKAT MODA TRANSPORT 
NO PEJABAT NEGARA PERJALANAN PESAWA KAP AL KERETA DINAS TUDARA LAUT AP I/BUS LAINNYA 

1 .. Pejabat Negara dan A Bisnis VIP/ Spesial/ Sesuai 
Pimpinan DPRD Kelas I A Eksekutif Kenyataan 

2. Pejabat Eselon ll dan B Ekonorn; Kelas I B Eksekutif Sesuai 
Anaaota DPRD Kenvataan 

3. Pejabaf Eselon 
111/PNS Golo(igan IV, 
Pejabat · Eselon 

Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai 
IV/PNS Golongan Ill, c Kenyataan 
PNS Golongan II, I 
dan Aparat Naqori 

I I. 

FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWA! 
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH K.l-\BUPATEN SIMALUNGUN 

TENT ANG 
Pebruari 2014 

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN·: 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR t 
TANGGAL z 

Lei.MPIRAN VI' 



BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAGIH 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 3 Pebruari 2014 

2. Eselon II 

1. Pejabat Negara 

UANG REPRESENTASI NO. PANGKAT/GOLONGAN 

Rp. 250.000 

Rp. 130.000 

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PER HARi BAGI PEJABAT NEGARA, 
PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NO MOR T 

-T~ANGGAL 3 Pebruari 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPAiEN 
SIMALUNGUN. 

[f.,.MPIRAN VII 

... 

'. 
' ' .. 

' ' . 

, ...... 
' 

I ' .. ~ 



BUPATI SIMALUNGUN, 
dto 

J.R. SARAGIH 

. Ditetapkan di Pamatang Raya 
-, pada tanggal 3 Pebruad~014 \.·- ·~· 

.·-:;-::-:-7, RODA 6/BUS RODA 6/BUS 
NO PROPINSI RODA4 ..SEDANG BES AR 
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 710.000 1.900.000 3.400.000 
2 SUMATERA UTARA 6.50.000 1.800.000 2.700.000 
3 RIAU 730.000 2.000.000 I 2.900.000 
4 KEPULAUAN RIAU 760.000 2.000.000 3.300.000 

. 5 JAMB! 650.000 1.800.000 2.800.000 
6 SUMATERA BARAT 640.000 1.700.000 2.700.000 

-7 SUMATERA SELATAN 640.000 1.800.000 3.400.000 
,.· 8 LAMP UNG 640.000 1.700.000 2.700.000 

9 BENGKULU 650.000 1.800.000 2.800.000. 
10 BANGKA BELITUNG 710.000 1.900.000 2.900.000 
11 'BANTEN 640.000 ·1.100.000 2.700;000 
12 JAWABARAT 650.000 1.900.000 2.800.000 

. 13 OKI JAKARTA 650.000 1.800.000 2.800.000 
14· JAWATENGAH -640.000 'l.700.000 2.700..000 

· ·15 D.I. YOGYAKARTA 650.000 1.800.000 2.700.000 
.. 16 JAWATIMUR 640.000 'l.700.000 1.700.000 

17 BALI 730.000 2.100.000 2.800.000 
18 NUSA TENGGARA BARAT 730.000 2.100.000 2.800.000 
19 NUSA TENGGARA TIMUR · 740.000 2.200.000 3.000.000 
20 KALIMANTAN BARAT. - 720.000 1.900.000 3.100.000 

.. 21 KALIMANT AN TENGAH 760.000 2.400.000 3.400.000 
22 KALIMANTAN SELATAN 650.000 1.800.000 2.900.000 
23 KALIMANTAN ilMUR. 750.000 2.000.000 3.300.000 

. 24 SULAWESI UTARA 740.boO ·/.900.000 3:200.000 
' 25' GORONTALb 680.000 1.800.000 2.800.000 

26 SULAWESI 86,RAT 650.000 1.800.000 2.800.000 
2.7 SULAWESI SE.LAT AN 640.000 2.100.000 2.800.000 

· 28 SULAWESI TENGAH 710.000 1.800.000 2.900.000 
29 SULAWESI TENGGARA 710.000 1.900.000 2.900.000 

· 30 MALUKU 820.000 2.500.000 3.500.000 
31 MALUKU UTARA 830.000 2.600.000 3.600.000 
32 PAPUA 950.000 3.500.000 4.500.000 
33 PAPUABARAT 900.000 3.000.000 3.900.000 

PERKIRAAN. BIAYA SEWA KENDERAAN 

.. PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR - f: 

.., TANGGAL 3 Pebruari 2014 . 
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI 

PEJABAT NEGARA; PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI 
TIDAK Tl=TAP DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

,;!..AMPIRAN Vlll 

I . 
I . 


